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PENGANTAR

• Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi termasuk dua isu pokok dalam perjalanan

pemerintahan di Indonesia selama lebih dari lima periode terakhir. Seringkali, isu

pemberantasan korupsi menjadi isu prioritas pertama setelah isu-isu ekonomi, menurut

penilaian masyarakat. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi topik dan

program pokok dari pemerintahan Prabowo Subianto yang dijanjikan selama kampanye lalu.

• Kondisi makro penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta berbagai isunya

diperkirakan juga banyak mempengaruhi evaluasi masyarakat terhadap pemerintahan secara

umum.

• Pemerintahan Presiden Prabowo telah menyelesaikan masa 100 hari. Masa ini dianggap

waktu yang cukup baik untuk melihat kondisi awal dan penilaian masyarakat terhadap

penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

• Untuk mengetahui penilaian dan sikap masyarakat atas dua isu penting ini, Lembaga Survei

Indonesia (LSI) melaksanakan survei nasional di akhir Januari lalu. Rilis kali ini akan

memaparkan sejumlah temuan yang penting untuk diketahui publik.
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METODOLOGI

• Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih

dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau

sudah menikah ketika survei dilakukan.

• Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220

responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.9% pada tingkat

kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).

• Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah

dilatih.

• Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari

total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot

check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
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FLOW CHART PENARIKAN SAMPLE

Populasi desa/kelurahan

tingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat 

Provinsi dipilih secara random dengan jumlah 

proporsional

Di masing-masing RT/Lingkungan 

dipilih secara random dua KK 

Di KK terpilih dipilih secara random

Satu orang yang punya hak pilih 

laki-laki/perempuan

Ds 1 … Ds n

Prov 1

Ds 1 … Ds m

Prov k

…
…

RT1   RT2   RT3   ….    RT5

KK1  KK2

Laki-laki Perempuan

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT 

dengan cara random
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VALIDASI SAMPLE



PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI

Laki-laki 49.9 50.0 Islam 87.1 87.2

Perempuan 50.1 50.0 Protestan/Katolik 10.0 9.9

Lainnya 2.9 3.0

Pedesaan 50.1 50.2

Perkotaan 49.9 49.8 Jawa 41.2 40.2

Sunda 16.0 15.5

<= 20 tahun 9.1 9.2 Batak 3.7 3.6

21-25 tahun 10.9 10.9 Madura 3.1 3.0

26-30 tahun 10.8 10.8 Betawi 3.0 2.9

31-35 tahun 10.6 10.7 Minang 2.8 2.7

36-40 tahun 10.8 10.8 Bugis 2.6 2.7

41-45 tahun 10.0 10.0 Melayu 2.3 2.3

46-50 tahun 9.4 9.3 Lainnya 25.4 27.1

51-55 tahun 8.2 8.2

56-60 tahun 6.7 6.7

> 60 tahun 13.5 13.5

AGAMAGENDER

DESA-KOTA

USIA

ETNIS
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PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN
KATEGORI SAMPEL POPULASI KATEGORI SAMPEL POPULASI

ACEH 1.8 1.8 KALIMANTAN BARAT 1.9 1.9

SUMATERA UTARA 5.3 5.3 KALIMANTAN TENGAH 1.0 1.0

SUMATERA BARAT 2.0 2.0 KALIMANTAN SELATAN 1.5 1.5

RIAU 2.3 2.3 KALIMANTAN TIMUR 1.4 1.4

JAMBI 1.3 1.3 KALIMANTAN UTARA 0.2 0.2

SUMATERA SELATAN 3.1 3.1 SULAWESI UTARA 1.0 1.0

BENGKULU 0.7 0.7 SULAWESI TENGAH 1.1 1.1

LAMPUNG 3.2 3.2 SULAWESI SELATAN 3.3 3.3

BANGKA BELITUNG 0.5 0.5 SULAWESI TENGGARA 0.9 0.9

KEPULAUAN RIAU 0.7 0.7 GORONTALO 0.4 0.4

DKI JAKARTA 4.1 4.1 SULAWESI BARAT 0.5 0.5

JAWA BARAT 17.6 17.6 MALUKU 0.7 0.7

JAWA TENGAH 13.9 13.9 MALUKU UTARA 0.5 0.5

DI YOGYAKARTA 1.4 1.4 PAPUA BARAT 0.2 0.2

JAWA TIMUR 15.5 15.5 PAPUA BARAT DAYA 0.2 0.2

BANTEN 4.4 4.4 PAPUA 0.4 0.4

BALI 1.6 1.6 PAPUA SELATAN 0.2 0.2

NUSA TENGGARA BARAT 1.9 1.9 PAPUA TENGAH 0.6 0.6

NUSA TENGGARA TIMUR 2.0 2.0 PAPUA PEGUNUNGAN 0.6 0.6

PROVINSIPROVINSI
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KONDISI UMUM



4,7

36,9

30,9

21,7

3,4 2,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Sangat baik Baik Sedang Buruk Sangat buruk Tidak tahu/tidak

jawab (TT/TJ)

KONDISI PENEGAKAN HUKUM

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, 

sedang, buruk, atau sangat buruk?  (%)
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Kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik/sangat baik 41.6%, sementara yang menilai buruk/sangat buruk 

25.1%, yang menilai sedang 30.9%.

41.6%

25.1%



TREN KONDISI PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Survei Nasional, 20-28 Jan 2025

10

*)Survei telepon

43,7 44,3
43,2

41,4

54,7

35,2
33,2 32,3

30,0

33,2

30,8

46,3 47,1

44,3 44,3
46,0

41,0

28,5 28,7

47,0

42,1

25,1
23,4

27,6

35,0

45,5

40,4

37,3

34,4
36,6

38,4

41,6

32,6

36,0

28,1

33,9

23,0

28,3

18,0

29,7
28,4

26,7

22,3

28,0
29,9

33,3

36,0

29,7
31,9

30,7

40,0

30,8 30,9

26,2 26,8

32,6

29,4

33,4
35,0 34,9

27,7 27,4

33,0
30,9

17,9

15,1

22,8

18,1 17,3

29,9

42,5

33,6
35,2 35,2

39,8

20,7
18,3 17,8

15,1

19,9

24,0

34,0

28,7

19,5

23,2

43,8 42,9

32,6

29,6

19,5
21,8

24,4

33,7
32,6

26,1
25,1

5,8
4,6

5,9 6,6
5,0

6,6 6,3
4,4

6,4
4,8

7,1
5,0 4,7 4,6 4,6 4,4

3,0

6,9

2,5 2,7
3,8

5,0
6,9 7,2

6,1

1,6
2,9 3,5 4,2 3,4 2,5 2,40

10

20

30

40

50

60

S
E
P
T
 2

0
0
5

S
E
P
T
 2

0
0
6

S
E
P
T
 2

0
0
7

O
K
T
 2

0
0
8

S
E
P
T
 2

0
0
9

O
K
T
 2

0
1
0

D
E
S
 2

0
1
1

S
E
P
T
 2

0
1
2

O
K
T
 2

0
1
3

O
K
T
 2

0
1
4

O
K
T
 2

0
1
5

O
K
T
 2

0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

JA
N

 2
0
2
0

D
E
S
 2

0
2
1

F
E
B
'2

2

M
E
I'2

2

JU
N

'2
2

A
G

S
'2

2

*
S
E
P
'2

2

*
O

K
T
'2

2

*
JA

N
'2

3

*
F
E
B
'2

3

A
P
R
'2

3

A
G

S
'2

3

O
K
T
'2

3

*
D

E
S
'2

3

*
JA

N
'2

4

JA
N

-F
E
B
'2

4

JA
N

'2
5

Baik

Sedang

Buruk

TT/TJ



9,0

35,8

24,4
21,3

4,9 4,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0
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30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Sangat baik Baik Sedang Buruk Sangat buruk Tidak tahu/tidak

jawab (TT/TJ)

KONDISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang? sangat baik, baik, sedang, 

buruk, atau sangat buruk?  (%)
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Kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik/sangat baik 44.9%, sementara yang menilai buruk/sangat buruk 

26.2%, yang menilai sedang 24.4%.

44.9%

26.2%



ISU DAN KASUS 
PENEGAKAN HUKUM



47,8
52,2

Ya, tahu Tidak tahu

33,0

55,6

5,8
2,0 3,7

42,1

51,9

5,3
0,7 0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju sama

sekali

TT/TJ

Semua responden

Khusus yang tahu pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerukan agar para

koruptor dihukum 50 tahun penjara

PERNYATAAN PRABOWO: KORUPTOR DIHUKUM 50 
TAHUN PENJARA

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar tentang pernyataan 

Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerukan agar para 

koruptor dihukum 50 tahun penjara?  (%)
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Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, kurang setuju atau 

tidak setuju sama sekali para koruptor dihukum 50 tahun 

penjara?  (%)

Sekitar 47.8% tahu pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerukan agar para koruptor dihukum 50 

tahun penjara. Mayoritas setuju dengan pernyataan tersebut.
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AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP PERNYATAAN PRABOWO  YANG AKAN 
MENYERUKAN KORUPTOR DIHUKUM 50 TAHUN PENJARA 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Laki-laki 49.9 52.1 47.9 90.7 7.0 2.4

Perempuan 50.1 43.5 56.5 86.5 8.5 5.0

Pedesaan 50.1 45.6 54.4 86.9 8.1 5.0

Perkotaan 49.9 49.9 50.1 90.3 7.4 2.3

<= 21 tahun 10.4 44.4 55.6 87.2 7.6 5.1

22 - 25 tahun 9.6 53.0 47.0 96.8 3.2 0.0

26 - 40 tahun 32.2 51.2 48.8 88.7 9.1 2.2

41 - 55 tahun 27.5 47.3 52.7 86.3 8.0 5.7

> 55 tahun 20.2 42.2 57.8 88.4 7.5 4.2

Jawa 41.2 49.6 50.4 87.0 10.1 2.9

Sunda 16.0 55.5 44.5 92.6 6.5 0.9

Batak 3.7 44.2 55.8 89.8 0.0 10.2

Madura 3.1 20.9 79.1 84.6 10.2 5.2

Betawi 3.0 48.7 51.3 90.5 9.5 0.0

Minang 2.8 51.9 48.1 84.0 10.7 5.3

Bugis 2.6 41.1 58.9 76.4 0.0 23.6

Melayu 2.3 30.8 69.2 89.9 7.4 2.7

Lainnya 25.4 45.4 54.6 90.4 5.7 3.9

USIA

DESA-KOTA

GENDER

ETNIS
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Islam 87.1 48.0 52.0 88.0 8.4 3.6

Nahdlatul Ulama (NU) 49.8 50.0 50.0 88.1 9.3 2.6

Muhammadiyah 5.0 60.1 39.9 93.8 6.2 0.0

Ormas Islam lainnya 3.0 46.8 53.2 78.0 22.0 0.0

Bukan bagian ormas Islam/TJ 42.1 44.2 55.8 87.9 6.6 5.5

Lainnya 12.9 46.5 53.5 92.4 3.6 4.0

<= SD 37.0 39.2 60.8 85.7 8.3 6.1

SLTP 18.0 50.9 49.1 93.1 5.5 1.4

SLTA 31.2 51.8 48.2 90.4 6.9 2.7

Kuliah 13.8 57.9 42.1 86.3 11.3 2.4

< 1 juta 19.5 41.3 58.7 90.0 4.7 5.3

1 - < 2 juta 27.9 45.5 54.5 85.7 10.8 3.5

2 - < 4 juta 32.1 45.2 54.8 88.9 6.6 4.5

=> 4 juta 20.5 60.3 39.7 90.4 8.6 1.0

PENDIDIKAN

AGAMA

PENDAPATAN

AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP PERNYATAAN PRABOWO  YANG AKAN 
MENYERUKAN KORUPTOR DIHUKUM 50 TAHUN PENJARA 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 



Survei Nasional, 20-28 Jan 2025

16

BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Petani/peternak/nelayan 15.4 42.5 57.5 85.7 9.0 5.3

Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, 

warung/PKL, tidak tetap, menganggur
28.3 42.6 57.4 90.5 5.9 3.6

Wiraswasta, pengusaha 8.1 70.4 29.6 94.6 4.5 0.9

Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, 

Profesional
10.9 57.5 42.5 93.0 6.0 1.0

Ibu Rumah Tangga 28.3 43.4 56.6 87.2 9.2 3.6

Masih sekolah/kuliah 4.5 56.7 43.3 74.9 13.1 12.0

Lainnya 4.5 53.6 46.4 86.9 10.5 2.5

SUMATERA 21.2 47.5 52.5 87.3 7.8 4.8

BANTEN 4.4 33.7 66.3 89.9 1.2 8.9

DKI 4.1 52.4 47.6 83.4 16.6 0.0

JABAR 17.6 52.3 47.7 91.5 7.2 1.3

JATENG DIY 15.3 51.6 48.4 87.8 11.0 1.2

JATIM 15.5 41.0 59.0 87.9 9.9 2.3

BALI NUSA 5.5 52.0 48.0 96.7 0.8 2.5

KALIMANTAN 6.0 55.7 44.3 92.0 6.6 1.4

SULAWESI 7.2 45.3 54.7 86.5 4.1 9.4

MALUKU PAPUA 3.3 36.1 63.9 77.7 4.0 18.3

PEKERJAAN

WILAYAH

AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP PERNYATAAN PRABOWO  YANG AKAN 
MENYERUKAN KORUPTOR DIHUKUM 50 TAHUN PENJARA 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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KORUPSI TATA KELOLA TIMAH

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar tentang kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis (suami dari selebriti 

Sandra Dewi) dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 300 triliun?  (%)
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Mayoritas, 74.6% tahu kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis (suami dari selebriti Sandra 

Dewi) dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 300 triliun.
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Semua responden Khusus yang tahu  tentang kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis

JAKSA MENUNTUT HUKUMAN 12 TAHUN PENJARA 
BAGI HARVEY MOEIS
Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar bahwa jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara kepada Harvey Moeis?  (%)
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Mayoritas, 58.5% tahu jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara kepada Harvey Moeis.
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Semua responden Khusus yang tahu  tentang kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis

TUNTUTAN JAKSA PADA HARVEY MOEIS SETIMPAL? 

Menurut Ibu/Bapak apakah tuntutan jaksa tersebut (12 tahun penjara) sangat setimpal, setimpal, kurang setimpal atau tidak setimpal sama 

sekali dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan?  (%)
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Mayoritas menyatakan tuntutan jaksa kurang setimpal/tidak setimpal sama sekali dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
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Semua responden Khusus yang tahu  tentang kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis

VONIS HAKIM DI PENGADILAN TERHADAP HARVEY MOEIS

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar bahwa hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman (vonis) 6.5 tahun penjara kepada Harvey 

Moeis dan membayar denda sebesar Rp. 1 miliar, atau tambahan 6 bulan penjara jika tidak membayar denda?  (%)
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Mayoritas, 58.7% tahu hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman (vonis) 6.5 tahun penjara kepada Harvey Moeis 

dan membayar denda sebesar Rp. 1 miliar, atau tambahan 6 bulan penjara jika tidak membayar denda.
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Semua responden Khusus yang tahu  tentang kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis

VONIS HAKIM TERHADAP HARVEY MOEIS SETIMPAL?

Menurut Ibu/Bapak apakah vonis hakim tersebut (6.5 tahun penjara + denda Rp. 1 miliar) sangat setimpal, setimpal, kurang setimpal atau 

tidak setimpal sama sekali dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan?  (%)
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Mayoritas menyatakan vonis hakim kurang setimpal/tidak setimpal sama sekali dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
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KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN HARVEY MOEIS 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu
Tidak 

tahu
Ya, tahu

Tidak 

tahu
Setimpal

Tidak 

setimpal
TT/TJ Ya, tahu Tidak tahu Setimpal

Tidak 

setimpal
TT/TJ

Laki-laki 49.9 77.2 22.8 59.1 40.9 6.8 91.0 2.2 63.3 36.7 4.8 92.3 2.9

Perempuan 50.1 72.0 28.0 57.9 42.1 10.7 83.8 5.5 54.2 45.8 6.0 86.4 7.6

Pedesaan 50.1 68.2 31.8 55.7 44.3 11.9 82.1 6.1 50.9 49.1 7.7 85.1 7.2

Perkotaan 49.9 80.9 19.1 61.3 38.7 5.6 92.8 1.6 66.6 33.4 3.1 93.6 3.3

<= 21 tahun 10.4 80.2 19.8 56.9 43.1 2.1 93.1 4.8 65.7 34.3 4.1 91.2 4.8

22 - 25 tahun 9.6 82.6 17.4 66.8 33.2 7.6 92.4 0.0 64.2 35.8 2.9 94.9 2.2

26 - 40 tahun 32.2 79.6 20.4 64.3 35.7 9.8 88.3 1.9 64.1 35.9 5.8 91.4 2.8

41 - 55 tahun 27.5 73.0 27.0 56.0 44.0 9.5 84.5 6.0 55.9 44.1 4.6 89.0 6.4

> 55 tahun 20.2 62.0 38.0 49.6 50.4 10.0 84.6 5.4 47.9 52.1 7.7 82.9 9.4

Jawa 41.2 77.0 23.0 58.2 41.8 6.8 90.2 3.0 64.9 35.1 4.4 90.6 5.0

Sunda 16.0 84.1 15.9 66.4 33.6 8.6 89.1 2.3 65.7 34.3 9.2 88.2 2.6

Batak 3.7 73.5 26.5 56.6 43.4 0.0 89.8 10.2 52.6 47.4 2.0 85.3 12.8

Madura 3.1 46.3 53.7 28.6 71.4 13.1 83.9 3.0 20.8 79.2 6.9 81.2 11.9

Betawi 3.0 85.8 14.2 85.1 14.9 7.1 92.9 0.0 84.8 15.2 4.4 95.6 0.0

Minang 2.8 67.3 32.7 54.1 45.9 2.3 92.4 5.3 49.4 50.6 0.0 94.7 5.3

Bugis 2.6 62.9 37.1 49.3 50.7 0.0 85.3 14.7 40.6 59.4 10.5 70.9 18.6

Melayu 2.3 84.8 15.2 50.3 49.7 17.1 80.4 2.6 56.4 43.6 1.7 93.0 5.3

Lainnya 25.4 68.1 31.9 56.9 43.1 13.8 81.5 4.7 49.9 50.1 5.4 89.7 4.9

USIA

DESA-KOTA

GENDER

Kasus korupsi yang 

melibatkan Harvey 

Moeis?

Jaksa menuntut 

hukuman 12 tahun 

penjara kepada Harvey 

Moeis

Tuntutan tersebut setimpal?

Hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman 

(vonis) 6.5 tahun penjara kepada Harvey Moeis 

dan membayar denda sebesar Rp. 1 miliar, atau 

tambahan 6 bulan penjara jika tidak membayar 

denda

Hukuman tersebut setimpal?

ETNIS
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KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN HARVEY MOEIS 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu
Tidak 

tahu
Ya, tahu

Tidak 

tahu
Setimpal

Tidak 

setimpal
TT/TJ Ya, tahu Tidak tahu Setimpal

Tidak 

setimpal
TT/TJ

Islam 87.1 75.6 24.4 59.1 40.9 8.3 87.8 3.9 59.4 40.6 5.5 89.7 4.8

Nahdlatul Ulama (NU) 49.8 77.6 22.4 60.2 39.8 7.2 89.4 3.4 62.0 38.0 4.9 91.4 3.7

Muhammadiyah 5.0 76.4 23.6 68.3 31.7 1.3 95.6 3.1 60.1 39.9 5.8 91.1 3.1

Ormas Islam lainnya 3.0 96.6 3.4 85.4 14.6 16.2 83.8 0.0 83.5 16.5 2.0 97.2 0.9

Bukan bagian ormas Islam/TJ 42.1 71.6 28.4 54.7 45.3 9.9 85.3 4.8 54.6 45.4 6.3 87.0 6.6

Lainnya 12.9 67.6 32.4 54.6 45.4 11.6 84.5 3.9 54.0 46.0 4.9 86.8 8.3

<= SD 37.0 56.6 43.4 43.9 56.1 14.7 78.8 6.6 38.7 61.3 10.1 81.1 8.8

SLTP 18.0 76.0 24.0 57.9 42.1 7.7 90.0 2.2 59.1 40.9 5.6 91.1 3.3

SLTA 31.2 86.2 13.8 66.3 33.7 4.2 92.9 2.9 69.1 30.9 1.9 94.0 4.0

Kuliah 13.8 94.8 5.2 80.8 19.2 4.4 94.7 1.0 88.5 11.5 0.5 98.6 1.0

< 1 juta 19.5 57.8 42.2 48.4 51.6 15.6 78.7 5.7 39.0 61.0 12.2 82.8 5.0

1 - < 2 juta 27.9 70.2 29.8 53.0 47.0 8.8 87.0 4.2 57.8 42.2 6.2 86.4 7.4

2 - < 4 juta 32.1 78.6 21.4 57.9 42.1 6.6 88.8 4.6 58.8 41.2 3.5 90.3 6.2

=> 4 juta 20.5 89.8 10.2 76.6 23.4 6.0 93.4 0.6 78.1 21.9 0.6 98.3 1.1

Hukuman tersebut setimpal?

Kasus korupsi yang 

melibatkan Harvey 

Moeis?

Jaksa menuntut 

hukuman 12 tahun 

penjara kepada Harvey 

Moeis

Tuntutan tersebut setimpal?

Hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman 

(vonis) 6.5 tahun penjara kepada Harvey Moeis 

dan membayar denda sebesar Rp. 1 miliar, atau 

tambahan 6 bulan penjara jika tidak membayar 

denda

PENDAPATAN

PENDIDIKAN

AGAMA
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KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN HARVEY MOEIS 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu
Tidak 

tahu
Ya, tahu

Tidak 

tahu
Setimpal

Tidak 

setimpal
TT/TJ Ya, tahu Tidak tahu Setimpal

Tidak 

setimpal
TT/TJ

Petani/peternak/nelayan 15.4 63.8 36.2 49.1 50.9 9.0 85.2 5.8 43.0 57.0 7.3 87.0 5.8

Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, 

tidak tetap, menganggur
28.3 74.0 26.0 53.3 46.7 7.3 89.6 3.2 57.7 42.3 5.7 89.6 4.8

Wiraswasta, pengusaha 8.1 90.3 9.7 72.6 27.4 7.3 89.5 3.2 83.7 16.3 2.8 94.0 3.2

Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional 10.9 87.2 12.8 71.5 28.5 4.2 94.4 1.4 72.6 27.4 1.1 97.5 1.4

Ibu Rumah Tangga 28.3 69.5 30.5 55.0 45.0 12.4 83.9 3.8 52.3 47.7 7.6 85.1 7.2

Masih sekolah/kuliah 4.5 77.7 22.3 77.7 22.3 3.1 85.8 11.2 61.2 38.8 3.1 85.8 11.2

Lainnya 4.5 87.1 12.9 70.6 29.4 13.7 84.1 2.2 80.0 20.0 0.9 97.2 1.9

SUMATERA 21.2 70.2 29.8 54.5 45.5 11.2 82.5 6.3 49.3 50.7 6.6 83.0 10.5

BANTEN 4.4 58.0 42.0 41.1 58.9 4.6 91.5 3.9 47.0 53.0 6.8 88.4 4.9

DKI 4.1 87.2 12.8 71.9 28.1 5.3 94.7 0.0 77.3 22.7 3.3 96.7 0.0

JABAR 17.6 82.9 17.1 66.9 33.1 6.9 91.0 2.1 67.8 32.2 7.0 90.9 2.1

JATENG DIY 15.3 85.4 14.6 67.9 32.1 5.6 92.3 2.1 73.2 26.8 4.5 93.9 1.6

JATIM 15.5 69.2 30.8 48.2 51.8 6.9 90.7 2.4 56.6 43.4 3.5 91.7 4.8

BALI NUSA 5.5 69.6 30.4 53.8 46.2 19.2 80.0 0.8 54.9 45.1 1.8 97.4 0.8

KALIMANTAN 6.0 76.7 23.3 70.3 29.7 9.0 88.5 2.6 58.4 41.6 3.7 92.3 3.9

SULAWESI 7.2 76.1 23.9 60.3 39.7 6.5 90.0 3.5 49.6 50.4 2.8 91.2 6.1

MALUKU PAPUA 3.3 40.7 59.3 32.5 67.5 23.0 51.4 25.6 32.6 67.4 18.4 58.1 23.5

Hukuman tersebut setimpal?

Kasus korupsi yang 

melibatkan Harvey 

Moeis?

Jaksa menuntut 

hukuman 12 tahun 

penjara kepada Harvey 

Moeis

Tuntutan tersebut setimpal?

Hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman 

(vonis) 6.5 tahun penjara kepada Harvey Moeis 

dan membayar denda sebesar Rp. 1 miliar, atau 

tambahan 6 bulan penjara jika tidak membayar 

denda

WILAYAH

PEKERJAAN
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Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju sama

sekali

TT/TJ

Semua responden

Khusus yang tahu tentang kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis

dan tahu Kejaksaan Agung sedang mengajukan banding

AWARENESS DAN SIKAP MENGENAI KEJAKSAAN AGUNG 
MENGAJUKAN BANDING HUKUMAN HARVEY MOEIS

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar bahwa Kejaksaan Agung 

sedang mengajukan banding karena hakim di pengadilan menjatuhkan 

hukuman yang lebih rendah dibanding tuntutan jaksa kepada Harvey 

Moeis?  (%)
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Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, kurang setuju atau 

tidak setuju sama sekali dengan langkah Kajaksaan Agung 

tersebut?  (%)

Sekitar 43.1% tahu Kejaksaan Agung sedang mengajukan banding karena hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman yang 

lebih rendah dibanding tuntutan jaksa kepada Harvey Moeis. Mayoritas setuju dengan langkah kejaksaan agung tersebut.

43,1

56,956,0

44,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Ya, tahu Tidak tahu
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Khusus yang tahu  tentang kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis
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AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG MENGAJUKAN BANDING 
KARENA HAKIM PENGADILAN MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RENDAH
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Laki-laki 49.9 48.0 52.0 72.2 22.2 5.6

Perempuan 50.1 38.2 61.8 69.5 20.1 10.3

Pedesaan 50.1 38.1 61.9 65.3 23.6 11.1

Perkotaan 49.9 48.1 51.9 76.5 18.7 4.8

<= 21 tahun 10.4 44.6 55.4 74.1 20.3 5.6

22 - 25 tahun 9.6 47.8 52.2 75.7 22.8 1.5

26 - 40 tahun 32.2 47.9 52.1 72.1 22.3 5.7

41 - 55 tahun 27.5 43.2 56.8 69.2 19.3 11.5

> 55 tahun 20.2 32.4 67.6 67.3 21.6 11.1

Jawa 41.2 46.2 53.8 73.4 19.7 6.9

Sunda 16.0 48.5 51.5 71.7 22.8 5.5

Batak 3.7 37.8 62.2 55.6 20.8 23.6

Madura 3.1 21.7 78.3 57.4 32.2 10.4

Betawi 3.0 66.2 33.8 82.7 15.1 2.3

Minang 2.8 43.0 57.0 68.5 15.7 15.8

Bugis 2.6 41.1 58.9 54.9 18.9 26.2

Melayu 2.3 41.6 58.4 70.6 21.4 8.0

Lainnya 25.4 35.7 64.3 70.6 22.7 6.7

USIA

DESA-KOTA

GENDER

ETNIS
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Islam 87.1 45.0 55.0 69.5 22.2 8.3

Nahdlatul Ulama (NU) 49.8 46.8 53.2 71.7 22.2 6.1

Muhammadiyah 5.0 49.4 50.6 70.6 18.4 11.0

Ormas Islam lainnya 3.0 64.0 36.0 69.4 29.7 0.9

Bukan bagian ormas Islam/TJ 42.1 41.0 59.0 66.8 22.0 11.2

Lainnya 12.9 30.1 69.9 80.1 14.4 5.5

<= SD 37.0 26.3 73.7 62.3 24.7 13.0

SLTP 18.0 41.6 58.4 66.3 26.3 7.4

SLTA 31.2 50.5 49.5 74.4 20.2 5.4

Kuliah 13.8 73.4 26.6 92.2 6.9 1.0

< 1 juta 19.5 25.9 74.1 60.6 29.5 9.9

1 - < 2 juta 27.9 40.3 59.7 65.7 26.2 8.1

2 - < 4 juta 32.1 43.3 56.7 70.6 20.6 8.9

=> 4 juta 20.5 62.4 37.6 89.2 7.0 3.8

PENDIDIKAN

AGAMA

PENDAPATAN

AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG MENGAJUKAN BANDING 
KARENA HAKIM PENGADILAN MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RENDAH
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Petani/peternak/nelayan 15.4 32.6 67.4 61.0 27.3 11.7

Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, 

warung/PKL, tidak tetap, menganggur
28.3 39.3 60.7 69.0 22.2 8.8

Wiraswasta, pengusaha 8.1 63.0 37.0 78.6 17.0 4.4

Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, 

Profesional
10.9 61.8 38.2 85.9 12.2 1.9

Ibu Rumah Tangga 28.3 35.7 64.3 66.2 24.9 9.0

Masih sekolah/kuliah 4.5 58.0 42.0 77.7 11.1 11.2

Lainnya 4.5 54.2 45.8 87.7 10.1 2.2

SUMATERA 21.2 36.2 63.8 68.8 18.0 13.2

BANTEN 4.4 36.4 63.6 59.3 35.1 5.6

DKI 4.1 69.8 30.2 80.4 16.5 3.1

JABAR 17.6 49.0 51.0 74.5 20.4 5.1

JATENG DIY 15.3 43.8 56.2 79.1 15.9 5.0

JATIM 15.5 43.6 56.4 67.4 26.3 6.3

BALI NUSA 5.5 42.8 57.2 70.2 26.4 3.4

KALIMANTAN 6.0 57.2 42.8 83.1 13.4 3.6

SULAWESI 7.2 35.3 64.7 64.3 23.5 12.2

MALUKU PAPUA 3.3 18.2 81.8 39.4 33.0 27.6

PEKERJAAN

WILAYAH

AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG MENGAJUKAN BANDING 
KARENA HAKIM PENGADILAN MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RENDAH
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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sama sekali
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Semua responden

Khusus yang tahu Kejaksaan Agung sedang mengajukan banding di pengadilan

negeri Pontianak

AWARENESS DAN SIKAP MENGENAI KEJAKSAAN AGUNG YANG SEDANG MENGAJUKAN 
BANDING KARENA HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENJATUHKAN VONIS 
BEBAS PADA WARGA NEGARA CHINA TERDAKWA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL 

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar bahwa Kejaksaan 

Agung sedang mengajukan banding karena hakim di pengadilan 

negeri Pontianak menjatuhkan vonis bebas terhadap seorang 

warga negara China, terdakwa penambangan emas tanpa 

izin/ilegal?  (%)

Survei Nasional, 20-28 Jan 2025

29

Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, kurang setuju atau 

tidak setuju sama sekali dengan langkah Kajaksaan Agung 

tersebut?  (%)

Sekitar 23.8% tahu Kejaksaan Agung sedang mengajukan banding karena hakim di pengadilan negeri Pontianak 

menjatuhkan vonis bebas terhadap seorang warga negara China, terdakwa penambangan emas tanpa izin/ilegal. 

Mayoritas setuju dengan langkah kejaksaan agung tersebut.
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AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG YANG SEDANG MENGAJUKAN BANDING KARENA 
HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENJATUHKAN VONIS BEBAS PADA WARGA NEGARA CHINA 
TERDAKWA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Laki-laki 49.9 28.6 71.4 58.3 29.9 11.8

Perempuan 50.1 19.0 81.0 52.3 29.2 18.5

Pedesaan 50.1 18.6 81.4 53.9 28.4 17.7

Perkotaan 49.9 29.0 71.0 56.6 30.8 12.6

<= 21 tahun 10.4 27.1 72.9 64.1 26.9 9.0

22 - 25 tahun 9.6 29.1 70.9 51.1 37.5 11.4

26 - 40 tahun 32.2 21.9 78.1 52.7 30.9 16.4

41 - 55 tahun 27.5 22.7 77.3 54.2 29.5 16.2

> 55 tahun 20.2 24.0 76.0 58.3 25.0 16.7

Jawa 41.2 26.8 73.2 56.3 32.1 11.5

Sunda 16.0 27.6 72.4 62.7 25.7 11.7

Batak 3.7 19.1 80.9 36.8 16.0 47.2

Madura 3.1 7.2 92.8 52.9 38.6 8.5

Betawi 3.0 33.7 66.3 61.1 20.0 18.9

Minang 2.8 14.1 85.9 59.5 13.2 27.3

Bugis 2.6 7.3 92.7 10.2 33.9 55.9

Melayu 2.3 29.8 70.2 52.2 37.8 10.1

Lainnya 25.4 20.3 79.7 55.6 30.4 14.0

USIA

DESA-KOTA

GENDER

ETNIS
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Islam 87.1 24.6 75.4 53.7 31.1 15.3

Nahdlatul Ulama (NU) 49.8 23.8 76.2 56.7 30.6 12.7

Muhammadiyah 5.0 39.9 60.1 45.3 40.5 14.1

Ormas Islam lainnya 3.0 64.5 35.5 47.0 46.5 6.5

Bukan bagian ormas Islam/TJ 42.1 20.8 79.2 51.6 29.4 19.0

Lainnya 12.9 18.4 81.6 66.2 19.3 14.5

<= SD 37.0 14.8 85.2 50.1 30.8 19.1

SLTP 18.0 17.0 83.0 53.7 31.3 15.0

SLTA 31.2 27.8 72.2 58.3 29.0 12.7

Kuliah 13.8 47.8 52.2 64.6 25.0 10.4

< 1 juta 19.5 13.5 86.5 56.2 31.0 12.8

1 - < 2 juta 27.9 23.0 77.0 50.6 33.6 15.8

2 - < 4 juta 32.1 21.1 78.9 55.0 26.5 18.5

=> 4 juta 20.5 38.1 61.9 62.9 27.1 9.9

PENDIDIKAN

AGAMA

PENDAPATAN

AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG YANG SEDANG MENGAJUKAN BANDING KARENA 
HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENJATUHKAN VONIS BEBAS PADA WARGA NEGARA CHINA 
TERDAKWA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Setuju Tidak setuju TT/TJ

Petani/peternak/nelayan 15.4 17.4 82.6 53.7 29.2 17.1

Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, 

warung/PKL, tidak tetap, menganggur
28.3 24.8 75.2 56.2 29.4 14.4

Wiraswasta, pengusaha 8.1 35.7 64.3 60.5 26.7 12.9

Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, 

Profesional
10.9 21.8 78.2 61.0 28.0 10.9

Ibu Rumah Tangga 28.3 17.9 82.1 50.0 32.4 17.6

Masih sekolah/kuliah 4.5 33.8 66.2 61.2 21.0 17.8

Lainnya 4.5 50.5 49.5 60.1 32.2 7.8

SUMATERA 21.2 19.9 80.1 52.2 26.3 21.5

BANTEN 4.4 15.6 84.4 31.2 28.9 39.8

DKI 4.1 42.0 58.0 65.3 23.8 10.9

JABAR 17.6 28.0 72.0 65.9 22.2 11.9

JATENG DIY 15.3 29.5 70.5 58.3 33.0 8.8

JATIM 15.5 25.1 74.9 51.4 41.0 7.5

BALI NUSA 5.5 12.3 87.7 56.9 32.8 10.3

KALIMANTAN 6.0 25.9 74.1 57.1 32.4 10.5

SULAWESI 7.2 17.4 82.6 55.5 22.9 21.6

MALUKU PAPUA 3.3 11.5 88.5 35.4 31.6 32.9

PEKERJAAN

WILAYAH

AWARENESS DAN SIKAP TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG YANG SEDANG MENGAJUKAN BANDING KARENA 
HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENJATUHKAN VONIS BEBAS PADA WARGA NEGARA CHINA 
TERDAKWA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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KEJAKSAAN AGUNG MENANGKAP TIGA HAKIM DARI PENGADILAN NEGERI 
SURABAYA YANG DIDUGA MENERIMA SUAP ATAS VONIS BEBAS RONALD TANUR

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar tentang Kejaksaan Agung yang menangkap 3 hakim dari pengadilan negeri Surabaya yang diduga 

menerima suap atas vonis bebas terhadap Ronald Tannur terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia?  (%)
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Sekitar 36.7% tahu Kejaksaan Agung yang menangkap 3 hakim dari pengadilan negeri Surabaya yang diduga 

menerima suap atas vonis bebas terhadap Ronald Tannur terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan korban 

meninggal dunia.
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PERCAYA HAKIM TERSEBUT MENERIMA SUAP?

Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali hakim tersebut menerima suap?  (%) 

[Base: Tahu Kasus Penangkapan 3 Hakim]
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Mayoritas dari yang tahu kasus tersebut sangat percaya/percaya hakim tersebut menerima suap.
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KEJAKSAAN AGUNG MENANGKAP TIGA HAKIM DARI PENGADILAN NEGERI 
SURABAYA YANG DIDUGA MENERIMA SUAP ATAS VONIS BEBAS RONALD TANUR 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu Tidak tahu Percaya
Tidak 

percaya
TT/TJ

Laki-laki 49.9 42.3 57.7 87.8 7.3 4.8

Perempuan 50.1 31.1 68.9 76.8 18.4 4.8

Pedesaan 50.1 26.7 73.3 80.8 13.1 6.1

Perkotaan 49.9 46.7 53.3 84.5 11.4 4.1

<= 21 tahun 10.4 32.2 67.8 87.3 12.7 0.0

22 - 25 tahun 9.6 36.3 63.7 67.8 32.2 0.0

26 - 40 tahun 32.2 33.8 66.2 85.2 11.7 3.1

41 - 55 tahun 27.5 41.1 58.9 85.7 7.9 6.5

> 55 tahun 20.2 37.9 62.1 81.7 9.2 9.2

Jawa 41.2 42.2 57.8 80.1 15.5 4.4

Sunda 16.0 38.1 61.9 84.7 12.9 2.4

Batak 3.7 38.7 61.3 100.0 0.0 0.0

Madura 3.1 18.7 81.3 67.4 12.9 19.7

Betawi 3.0 58.9 41.1 97.5 0.0 2.5

Minang 2.8 21.8 78.2 61.1 0.0 38.9

Bugis 2.6 17.1 82.9 89.7 10.3 0.0

Melayu 2.3 21.7 78.3 100.0 0.0 0.0

Lainnya 25.4 31.0 69.0 83.8 10.3 6.0

USIA

DESA-KOTA

GENDER

ETNIS
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Percaya
Tidak 

percaya
TT/TJ

Islam 87.1 37.4 62.6 83.6 11.0 5.4

Nahdlatul Ulama (NU) 49.8 41.5 58.5 83.2 12.9 3.9

Muhammadiyah 5.0 40.3 59.7 81.6 9.0 9.3

Ormas Islam lainnya 3.0 71.8 28.2 97.3 2.7 0.0

Bukan bagian ormas Islam/TJ 42.1 29.9 70.1 82.1 9.6 8.3

Lainnya 12.9 31.6 68.4 79.7 20.3 0.0

<= SD 37.0 24.4 75.6 75.7 17.1 7.2

SLTP 18.0 33.1 66.9 82.6 6.7 10.7

SLTA 31.2 38.0 62.0 82.0 14.0 4.0

Kuliah 13.8 71.5 28.5 91.7 8.3 0.0

< 1 juta 19.5 22.4 77.6 88.4 9.9 1.8

1 - < 2 juta 27.9 36.6 63.4 79.9 15.1 5.0

2 - < 4 juta 32.1 34.0 66.0 75.7 15.1 9.2

=> 4 juta 20.5 54.6 45.4 91.5 6.8 1.7

PENDIDIKAN

AGAMA

PENDAPATAN

KEJAKSAAN AGUNG MENANGKAP TIGA HAKIM DARI PENGADILAN NEGERI 
SURABAYA YANG DIDUGA MENERIMA SUAP ATAS VONIS BEBAS RONALD TANUR 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Percaya
Tidak 

percaya
TT/TJ

Petani/peternak/nelayan 15.4 25.3 74.7 71.3 16.6 12.0

Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, 

warung/PKL, tidak tetap, menganggur
28.3 35.5 64.5 90.2 6.2 3.7

Wiraswasta, pengusaha 8.1 56.3 43.7 82.0 9.1 8.8

Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, 

Profesional
10.9 44.3 55.7 81.5 18.5 0.0

Ibu Rumah Tangga 28.3 29.4 70.6 78.7 16.7 4.6

Masih sekolah/kuliah 4.5 46.5 53.5 83.6 16.4 0.0

Lainnya 4.5 66.5 33.5 91.4 3.6 4.9

SUMATERA 21.2 33.6 66.4 78.4 9.9 11.7

BANTEN 4.4 23.3 76.7 91.3 2.9 5.8

DKI 4.1 77.7 22.3 95.5 1.6 2.8

JABAR 17.6 38.0 62.0 86.8 9.8 3.4

JATENG DIY 15.3 46.0 54.0 80.8 15.3 3.9

JATIM 15.5 37.3 62.7 82.6 15.4 2.0

BALI NUSA 5.5 30.7 69.3 88.0 12.0 0.0

KALIMANTAN 6.0 44.0 56.0 83.0 10.7 6.3

SULAWESI 7.2 14.4 85.6 81.0 19.0 0.0

MALUKU PAPUA 3.3 15.3 84.7 35.9 64.1 0.0

PEKERJAAN

WILAYAH

KEJAKSAAN AGUNG MENANGKAP TIGA HAKIM DARI PENGADILAN NEGERI 
SURABAYA YANG DIDUGA MENERIMA SUAP ATAS VONIS BEBAS RONALD TANUR 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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AWARENESS PENETAPAN SEKJEN PDIP HASTO KRISTIYANTO 
SEBAGAI TERSANGKA OLEH KPK
Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 

sebagai tersangka dalam kasus suap kepada anggota KPU dan menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku yang buron hingga saat ini?  (%)
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Sekitar 38.2% tahu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 

sebagai tersangka dalam kasus suap kepada anggota KPU dan menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku 

yang buron hingga saat ini.
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PERCAYA HASTO KRISTIYANTO TERLIBAT KASUS TERSEBUT? 

Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus 

tersebut?  (%) [Base: Tahu Hasto Terlibat Kasus]
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Mayoritas dari yang tahu kasus tersebut sangat percaya/percaya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terlibat dalam 

kasus tersebut.
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PENETAPAN HASTO KRISTIYANTO SEBAGAI TERSANGKA 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE Ya, tahu Tidak tahu Percaya
Tidak 

percaya
TT/TJ

Laki-laki 49.9 46.8 53.2 78.1 15.2 6.7

Perempuan 50.1 29.7 70.3 75.4 18.3 6.3

Pedesaan 50.1 30.6 69.4 76.2 15.9 7.8

Perkotaan 49.9 45.8 54.2 77.6 16.8 5.6

<= 21 tahun 10.4 32.1 67.9 60.7 33.7 5.6

22 - 25 tahun 9.6 28.9 71.1 83.3 16.7 0.0

26 - 40 tahun 32.2 36.3 63.7 81.7 16.0 2.3

41 - 55 tahun 27.5 45.0 55.0 75.2 13.2 11.6

> 55 tahun 20.2 39.6 60.4 77.7 14.7 7.5

Jawa 41.2 42.2 57.8 75.7 17.2 7.1

Sunda 16.0 39.0 61.0 72.9 17.7 9.4

Batak 3.7 33.4 66.6 81.2 12.4 6.4

Madura 3.1 18.1 81.9 50.4 29.7 19.9

Betawi 3.0 61.1 38.9 87.9 10.1 2.1

Minang 2.8 32.4 67.6 100.0 0.0 0.0

Bugis 2.6 17.2 82.8 82.7 17.3 0.0

Melayu 2.3 33.1 66.9 80.8 19.2 0.0

Lainnya 25.4 35.0 65.0 78.5 16.4 5.1

DESA-KOTA

GENDER

USIA

ETNIS
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BASE Ya, tahu
Tidak 

tahu
Percaya

Tidak 

percaya
TT/TJ

Islam 87.1 38.7 61.3 76.0 17.0 7.0

Nahdlatul Ulama (NU) 49.8 41.6 58.4 72.5 20.4 7.1

Muhammadiyah 5.0 62.7 37.3 88.4 3.3 8.3

Ormas Islam lainnya 3.0 53.7 46.3 100.0 0.0 0.0

Bukan bagian ormas Islam/TJ 42.1 31.3 68.7 75.7 17.0 7.3

Lainnya 12.9 34.9 65.1 84.7 12.0 3.3

<= SD 37.0 27.7 72.3 77.2 14.0 8.8

SLTP 18.0 30.9 69.1 73.9 15.6 10.5

SLTA 31.2 40.6 59.4 75.3 17.8 6.9

Kuliah 13.8 70.6 29.4 80.9 17.7 1.4

< 1 juta 19.5 25.0 75.0 78.4 15.8 5.8

1 - < 2 juta 27.9 34.1 65.9 69.8 26.1 4.0

2 - < 4 juta 32.1 35.9 64.1 76.4 12.4 11.3

=> 4 juta 20.5 59.6 40.4 83.4 13.3 3.3

PENDIDIKAN

AGAMA

PENDAPATAN

PENETAPAN HASTO KRISTIYANTO SEBAGAI TERSANGKA 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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BASE Ya, tahu Tidak tahu Percaya
Tidak 

percaya
TT/TJ

Petani/peternak/nelayan 15.4 25.6 74.4 69.9 22.2 7.8

Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, 

warung/PKL, tidak tetap, menganggur
28.3 34.7 65.3 76.4 16.0 7.6

Wiraswasta, pengusaha 8.1 63.5 36.5 75.2 17.6 7.3

Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, 

Profesional
10.9 52.0 48.0 83.6 12.3 4.0

Ibu Rumah Tangga 28.3 29.8 70.2 77.9 15.4 6.7

Masih sekolah/kuliah 4.5 46.5 53.5 62.9 28.1 9.1

Lainnya 4.5 69.6 30.4 86.4 11.0 2.6

SUMATERA 21.2 35.4 64.6 79.1 11.3 9.5

BANTEN 4.4 28.3 71.7 73.0 12.5 14.5

DKI 4.1 66.6 33.4 79.9 9.4 10.7

JABAR 17.6 39.4 60.6 77.4 13.2 9.4

JATENG DIY 15.3 45.8 54.2 83.8 12.6 3.6

JATIM 15.5 38.7 61.3 64.3 29.5 6.2

BALI NUSA 5.5 37.4 62.6 89.9 10.1 0.0

KALIMANTAN 6.0 39.2 60.8 79.7 20.3 0.0

SULAWESI 7.2 23.4 76.6 57.1 40.9 2.0

MALUKU PAPUA 3.3 22.3 77.7 88.3 11.7 0.0

WILAYAH

PEKERJAAN

PENETAPAN HASTO KRISTIYANTO SEBAGAI TERSANGKA 
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 



KEPERCAYAAN PADA LEMBAGA 
PENEGAKAN HUKUM
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TINGKAT KEPERCAYAAN PADA LEMBAGA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga berikut dalam Penegakan Hukum apakah sangat 

percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?  (%)
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Kejaksaan Agung

Pengadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Sangat percaya Cukup percaya Kurang percaya Tidak percaya sama sekali TT/TJ
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TINGKAT KEPERCAYAAN PADA LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga berikut dalam Pemberantasan Korupsi, apakah 

sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?  (%)
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Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Sangat percaya Cukup percaya Kurang percaya Tidak percaya sama sekali TT/TJ
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terdakwa

TT/TJ

KEWENANGAN YANG DIMILIKI KEJAKSAAN

Di antara kewenangan berikut, mana yang menurut Ibu/Bapak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kajaksaan?  (%)
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Tidak jauh berbeda antara yang berpendapat kejaksaan memiliki kewenangan menuntut hukuman untuk terdakwa 

dan menjatuhkan hukuman (vonis) untuk terdakwa, hanya selisih 0.1%.
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KEWENANGAN YANG DIMILIKI KEJAKSAAN
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 

BASE

Menuntut 

hukuman untuk 

terdakwa

Menjatuhkan 

hukuman (vonis) 

untuk terdakwa

TT/TJ

Laki-laki 49.9 45.9 42.8 11.3

Perempuan 50.1 40.3 43.6 16.2

Pedesaan 50.1 41.3 41.8 16.9

Perkotaan 49.9 44.8 44.6 10.5

<= 21 tahun 10.4 37.1 48.9 14.0

22 - 25 tahun 9.6 45.0 45.3 9.7

26 - 40 tahun 32.2 45.3 45.3 9.4

41 - 55 tahun 27.5 46.5 37.1 16.4

> 55 tahun 20.2 37.0 44.2 18.7

Jawa 41.2 41.3 45.3 13.4

Sunda 16.0 32.9 57.9 9.2

Batak 3.7 46.3 19.8 33.8

Madura 3.1 42.4 41.3 16.3

Betawi 3.0 49.9 43.2 6.9

Minang 2.8 39.0 28.1 33.0

Bugis 2.6 45.0 34.8 20.2

Melayu 2.3 47.4 36.4 16.2

Lainnya 25.4 51.0 37.3 11.6

DESA-KOTA

GENDER

USIA

ETNIS
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BASE
Menuntut hukuman 

untuk terdakwa

Menjatuhkan 

hukuman (vonis) 

untuk terdakwa

TT/TJ

Islam 87.1 41.1 44.5 14.4

Nahdlatul Ulama (NU) 49.8 38.6 49.5 11.9

Muhammadiyah 5.0 54.6 31.6 13.8

Ormas Islam lainnya 3.0 78.5 12.8 8.6

Bukan bagian ormas Islam/TJ 42.1 39.9 42.4 17.7

Lainnya 12.9 56.2 34.4 9.4

<= SD 37.0 36.3 43.1 20.6

SLTP 18.0 41.7 49.0 9.3

SLTA 31.2 40.8 46.9 12.2

Kuliah 13.8 68.1 27.4 4.5

< 1 juta 19.5 37.5 46.4 16.1

1 - < 2 juta 27.9 49.8 37.6 12.6

2 - < 4 juta 32.1 36.1 46.4 17.4

=> 4 juta 20.5 50.4 42.5 7.2

PENDIDIKAN

AGAMA

PENDAPATAN

KEWENANGAN YANG DIMILIKI KEJAKSAAN
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 
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BASE
Menuntut hukuman 

untuk terdakwa

Menjatuhkan hukuman 

(vonis) untuk terdakwa
TT/TJ

Petani/peternak/nelayan 15.4 35.4 42.7 21.9

Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, 

warung/PKL, tidak tetap, menganggur
28.3 44.7 44.2 11.1

Wiraswasta, pengusaha 8.1 40.0 52.1 8.0

Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, 

Profesional
10.9 48.3 46.1 5.6

Ibu Rumah Tangga 28.3 44.3 40.8 14.9

Masih sekolah/kuliah 4.5 44.4 29.7 26.0

Lainnya 4.5 41.9 45.3 12.8

SUMATERA 21.2 48.7 29.7 21.6

BANTEN 4.4 26.0 40.8 33.2

DKI 4.1 56.6 34.8 8.7

JABAR 17.6 32.4 58.6 9.0

JATENG DIY 15.3 41.5 44.8 13.7

JATIM 15.5 41.7 48.7 9.5

BALI NUSA 5.5 65.1 30.0 5.0

KALIMANTAN 6.0 44.7 50.8 4.5

SULAWESI 7.2 52.0 39.6 8.4

MALUKU PAPUA 3.3 23.5 44.3 32.2

WILAYAH

PEKERJAAN

KEWENANGAN YANG DIMILIKI KEJAKSAAN
BERDASARKAN DEMOGRAFI DAN WILAYAH 



KESIMPULAN



KESIMPULAN

• Evaluasi warga terhadap kondisi penegakan hukum nasional saat ini cenderung 

dinilai positif, sekitar 41.6% menilai baik/sangat baik, 30.9% menilai sedang, 

25.1% menilai buruk/sangat buruk, sementara 2.4% tidak memberikan jawaban.

• Pemberantasan korupsi di pemerintahaan sekarang juga dinilai cenderung positif 

oleh warga, yang menilai baik/sangat baik 44.9%, sementara yang menilai buruk/sangat

buruk 26.2%, yang menilai sedang 24.4%.

• Mayoritas warga saat ini percaya dengan Kejaksaan, pengadilan, KPK, dan Polri 

dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam penegakan hukum, 

Tingkat kepercayaan warga sebagai berikut, Kejaksaan Agung 77%, Pengadilan 

73%, KPK 72%, dan Polri 71%. Dalam pemberantasan korupsi Tingkat 

kepercayaan tidak banyak berubah meski cenderung lebih rendah, yakni pada 

Kejaksaan Agung 73%, Pengadilan 71%, KPK 69%, dan Polri 66%.
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• Kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis menyita perhatian publik, 

mayoritas (74.6%) tahu kasus ini. Mayoritas, 58.5%, juga tahu bahwa jaksa menuntut hukuman 12

tahun penjara kepada Harvey Moeis. Namun, menurut mayoritas warga (87.4%) tuntutan tersebut kurang/tidak

setimpal sama sekali dengan kerugian yang ditimbulkan. Mayoritas warga , 58.7%, juga tahu bahwa hakim di

pengadilan menjatuhkan hukuman (vonis) 6.5 tahun penjara kepada Harvey Moeis dan membayar denda

sebesar Rp. 1 miliar, atau tambahan 6 bulan penjara jika tidak membayar denda, vonis hakim tersebut dinilai

89.3% warga kurang/tidak setimpal sama sekali dengan kerugian yang ditimbulkan.

• Kasus penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap kepada

anggota KPU dan menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku yang buron hingga saat ini juga cukup

menjadi perhatian publik, 38.2% tahu berita ini. Dari yang tahu berita tersebut, mayoritas percaya Sekjen

PDIP Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus tersebut. 

• Perhatian publik yang cukup besar terhadap kasus-kasus tersebut perlu menjadi perhatian

pemerintah, karena kepuasan publik terhadap hasil akhir dari kasus tersebut akan turut

mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
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KESIMPULAN
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